
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2016

T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01

TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODALPEMERINTAH KOTA BANDAR
LAMPUNGKEPADA PERUSAHAANDAERAH AIR MINUM

“WAY RILAU” KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan jo, Pasal
70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah
Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka
panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau
manfaat lainnya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan jo, Pasal
71 ayat (7) Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam
bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan
dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun
anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang Penyertaan Modal;

c. bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum
Way Rilau Kota Bandar Lampung dilaksanakan sebagai bagian
dari upaya untuk pencapaian target akses dasar air minum
aman dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
2005-2025 yang mengamanatkan sampai dengan Tahun 2019
pencapaian target 100-0-100 yaitu 100% akses dasar air
minum, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf
b, dan huruf c, diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah
Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 73 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2387);

3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang –
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang –
Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3213);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan
Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang –
Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3254);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5802);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daarah sebagaimana telah



diubah kedua kalinya, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian
Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
31/PMK.05/2016 tentang Tata cara penyelesaian pinjaman Luar
Negeri, rekening dana investasi dan rekening Pembangunan
Daerah pada Perusaan Daerah Air Minum;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penerima Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada
Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka
Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada
Pemerintah Pusat Secara Non Kas;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada
Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air
Minum;

22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang
– Telukbetung Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Air Minum;

23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007
tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07
Tahun 2012;

24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2013
tentang Organ dan Kepegawaian Perusaan Daerah Air Minum
“Way Rilau” Kota Bandar Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2014
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANDAR
LAMPUNG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY
RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG.

PASAL I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kota Bandar Lampung kepada Perusahaan Daerah Air Minum Way
Rilau Kota Bandar Lampung diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 8 yang berbunyi Program Hibah Air Minum
adalah program dari pemerintah pusat dan lembaga lainnya yang
bertujuan untuk mencapai target Milenium Development Goals



(MDG’S) 2015 dibidang air minum dan limbah diubah sehingga
selengkapnya Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha pemerintah Kota
Bandar Lampung dalam menyertakan modal daerah pada suatu
usaha atau Badan Usahan Milik Daerah baik secara bersama-
sama dengan pihak ketiga atau secara sendiri dengan suatu
imbalan tertentu.

7. Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung
yang selanjutnya disingkat PDAM Way Rilau Kota Bandar
Lampung adalah Perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan
dan penyediaan air bersih dan/atau air minum yang sebagian
atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandar
Lampung melalui penyertaan langsung dari kekayaan daerah
yang dipisahkan.

8. Program Hibah Air Minum adalah program dari pemerintah pusat
dan lembaga lainnya yang bertujuan untuk pencapaian target
akses dasar air minum aman dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 yang mengamanatkan sampai
dengan Tahun 2019 pencapaian target 100-0-100

yaitu 100% akses dasar air minum, 0% kawasan kumuh dan
100% sanitasi layak;

2. Ketentuan pasal 4 ayat (3) yang berbunyi Penyertaan modal dalam
bentuk uang tunai bersumber dari bantuan atau hibah Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diteruskan
kepada PDAM “Way Rilau” Kota Bandar Lampung diubah sehingga
selengkapnya Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Penyertaan modal dalam bentuk uang tunai bersumber dari

Pemerintah Kota Bandar Lampung;
(2) Penyertaan modal dalam bentuk proyek bersumber dari

Pemerintah Kota Bandar Lampung;
(3) Penyertaan modal dalam bentuk uang tunai dan/atau non tunai

bersumber dari bantuan atau hibah Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diteruskan kepada PDAM
“Way Rilau” Kota Bandar Lampung;

(4) Penyertaan modal dalam bentuk proyek bantuan atau hibah
bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota
Bandar Lampung yang diteruskan kepada PDAM “Way Rilau”
Kota Bandar Lampung.



3. Ketentuan pasal 6 yang berbunyi Rencana pengalokasian penyertaan
modal sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 100.000.000.000,00
(Seratus Milyar Rupiah) diubah sehingga selengkapnya Pasal 6
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6
Rencana pengalokasian penyertaan modal sampai dengan tahun
2036 sebesar Rp. 1.100.000.000.000,00 (Satu Triliun Seratus Milyar
Rupiah).

PASAL II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 Oktober 2016

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,
Cap/Dto

HERMAN HN.
Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAHKOTA BANDARLAMPUNG,
Cap/Dto

BADRI TAMAM
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 5/BL/2016


